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BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

bahwa pembangunan daerah merupakan sub sistem
dari pembangunan nasional yang terintegiasi dan
bertujuan untuk meningkatkan kemakmu-an dan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Jndang-
Undang Dasar Negara Repulik Indonesiz Tahun
1945;

bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf &, perlu
disusun sistem peréencanaan pembangunar daerah
yang  transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan, meliputi rencana pembingunan
Jangka panjang, jangka menengah dan tahunan,
réncana tata ruang dan rencana sektoral;

bahwa berdasarkan pertimbangan seba,zaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurus c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Pepublik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 5);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nonior 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: 5038);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae -ah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-u adangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom¢r 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme -intahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 198¢ tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahuri 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonior 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Peaerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomcr 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ir donesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Penpawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (L¢mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nor1ior 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Irnidonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara:i Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahua 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 N¢mor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahua 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: 4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahar antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Proviasi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N¢mor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200§ tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 481 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 200§ tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (L>mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);




23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan l.valuasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugeés dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Guabernur
Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuin 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia
Nomor 5587);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 20)9-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009
Nomor.....,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Nomor.....);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Tahun 2009-2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2010 Nomor..... ,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Nomor ),

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun
2015  tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015
Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah K& bupaten
Luwu Nomor.....);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Menetapkan

Dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Luwu.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebag:i unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Luwu.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam
wilayah kerja Kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengaturdan mengurus kepentingan

Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.

Perangkat  Daerah adalah  unsur pembantu  Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,
dan Kelurahan.

Pemerintahan Desg adalah penyelenggara  pemerintahar yang

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhirungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, bail: dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia_

tahapap-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pernangku
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat dj
tingkat pusat dan daerah.




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuar: proses
perencanaan daerah yang terdiri dari sub sistem penyusunan, peretapan,
penganggaran, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaiisanaan
rencana untuk menghasilkan rencana-rencana yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang sele njutnya
disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembesngunan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selénjutnya
disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembsngunan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selae njutnya
disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pemb: ngunan
daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota selanjutnya disebt t RTRW
Kabupaten dan Kabupaten/Kota adalah rencana struktur tata rusng yang
mengatur struktur dan pola tata ruang yang merupakan per jabaran
RPJPD dan mengacu pada RTRW Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang
selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten adalah dokumen pereicanaan
kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten sel: njutnya
disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pemb: ngunan
daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut
Renstra SKPD adalah rencana strategis satuan kerja perangka: daerah
untu periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten dengan masa periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebu:t Renja
SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan masa
periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibaas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diiaginkan
dan akan dituju pada akhir periode perencanaan.

Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya ya 1g akan
dilaksanakan untuk mendukung perwujudan visi daerah.

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atsu tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanzan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Musrenbang adalah forum konsultasi public antar pelaku

daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
BAPPEDA adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelai:sanaan
tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.




33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut
RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lim¢) tahun
yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan
keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayaian.
Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Des: adalah
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun me upakan
penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ikonomi
desa, dengan mempertimbangkan  kerangka pendanaan  yang
dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsiing oleh
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan RPUM-Desa.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebu: RTRW
Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten.

Musyawarah RPJPD, selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD merupakan
forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka
menyusun RPJPD.

Musyawarah RPJMD, selanjutnya  disebut Musrenbang RPJMD
merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunar dalam
rangka menyusun RPJMD.

Musyawarah RKPD, selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan
forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka
menyusun RKPD,

Musrenbang RKPD di Kecamatan, selanjutnya disebut Musrenbang
Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk
membahas dan menyepakati langkah-langkah peénanganan Jrogram
kegiatan prioritas pembangunan desa yang diintegrasikan dengan
prioritas pembangunan daerah dj wilayah Kecamatan sebaga: bahan
dalam penyusunan RKPD.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengat Desa,
selanjutnya disebut Musrenbang RPJM-Desa adalah forum musrawarah
desa secara khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana
pembangunan desa 5 (ima) tahunan dan diadakan 1 (satu) kali Jalam 5
(lima) tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, selanjutnya
disebut Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan adalah forum musvawarah
tahunan yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihzikk yang
akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati "encana
kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Pagu Indikatif adalah rancanganawal program prioritas dan Datokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci
berdasarkan pagu indikatif sektoral SKPD dan pagu indikatif wilayah
Kecamatan.

Pagu Indikatif Sektoral SKPD yaitu sejumlah patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya
ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan
kepada kebutuhan dan prioritas program.

Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK
adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKP) yang
penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perer canaan




partispatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan bercasarkan
kebutuhan dan prioritas program.

46. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang l.mgsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau damp:k dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
AZAS

Pasal 2

Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasark:n azas
kepastian hukum;

tertib penyelenggaraan daerah;

kepentingan umum;

keterbukaan;

proporsionalitas;

profersionalitas;

akuntabilitas;

efisiensi; dan

efektivitas.

TR Mo a0 o

Bagian Kedua
MAKSUD

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan
landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan,
dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembé ngunan
daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang
utuh.

Bagian Ketiga
TUJUAN

Pasal 4

Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :

a. mewujudkan koordinasi, dan sinergitas antar pelaku pembangunazn.

b. terciptanya sinkronisasi, dan sinergitas baik antar-daerah, antar-ruang,
antar-fungsi pemerintah maupun antar provinsi dan kabupaten;

¢. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

€. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.




BAB 111
METODE PENDEKATAN DAN PRINSIP-PRINSIP PERENCANAADN

Bagian Kesatu
Metode Pendekatan

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah ber§gma
para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban
masing-masing melalui pendekatan:

a.

™o a0 g

teknokratik;

partisipatif;

politik;

atas-bawah {top-down) dan bawah-atas (bottom-up);
kompetitif; dan

sosio-kultural.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan Pembangunan Daerah terintegrasi dengan rencina tata
ruang.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi,
dan potensi yang dimiliki daerah serta dinamika lingkungan strategis.
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik {specific),
terukur  (measurable), dapat dilaksanakan (achievable , dan
memperhatikan fungsi waktu (times).

BAB IV
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan ‘encana,
penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan
pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraar. semua
fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan, sesuai
dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
secara terpadu dalam wilayah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pernerintah
Daerah dan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang berada
dalam pembinaan pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menghasilkan :
a. RPJPD;

b. RTRW;

c. RPJMD;




(5)
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d. Renstra SKPD;

e. RKPD; dan

f. Renja SKPD.

Perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam cakupan
daerah harus terintegrasi dan bersinergi dengan pereicanaan
pembangunan daerah sebagaimana diwujudkan dalam bentuk:

a. RPJM-Desa; dan

b. RKP-Desa/Kelurahan.

BAB V
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten meliputi:

aoop

(4)

penyusunan rencana;
penetapan rencana;

pengendalian pelaksanaan rencana; dan
evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

Tahapan Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
penyusunan rancangan awal;

musrenbang;

penyusunan rancangan akhir;

penetapan RPJPD; dan

. sosialisasi.

Tahapan Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan melalui urutan
kegiatan :

a. penyiapan rancangan awal,

b. musrenbang;

C. penyusunan rancangan akhir;

d.

e.

° a0 op

penetapan RTRW; dan
sosialisasi.
Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten dan RKPD dilakukar. melalui
urutan kegiatan:
a. penyiapan rancangan awal;
b.  musrenbang;
C.  penyusunan rancangan akhir;
d. penetapan RPJMD; dan
€. sosialisasi,
Tahapan Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten dilakukan melalui
urutan kegiatan:
a. penyiapan rancangan awal;
b. forum konsultasi publik;
C.  penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
d. penetapan.
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Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten dilakukan melalui urutan
kegiatan:

persiapan penyusunan RKPD;

penyiapan rancangan awal;

penyusunan rancangan RKPD;

pelaksanaan musrenbang RKPD;

penyusunan rancangan akhir RKPD; dan

. penetapan.

Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten dilakukan melalu urutan
kegiatan:

a. penyiapan rancangan awal;

b. penyiapan rancangan akhir; dan

C. penetapan.

Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:
a. penyiapan rancangan RPJM-Desa;

b. pelaksanaan musrenbang RPJM-Desa:dan

c. penetapan RPJM-Desa.

Tahapan Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui urutan:
a. penyusunan rancangan RKP-Desa;

b.  pelaksanaan musrenbang RKP-Desa; dan

Cc. penetapan RKP-Desa.

Mo o0 o

Bagian Kedua
RPJPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 10

Bappeda Kabupaten menyiapkan rancangan awal.

Rancangan awal RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada
ayat (1), memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang
daerah.

Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pe¢mangku
kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 11

Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD
Kabupaten, diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Peme -intahan
Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Bappeda Kabupaten menyelenggarakan Musrenbang RPJPD Kabu paten.
Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnys periode
RPJPD yang sedang berjalan.
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Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 12

Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkzn berita
acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

Penyajian rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika yang
telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJPI).
Rancangan akhir RPJPD disampaikan kepada DPRD, dalam bentuk
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, paling lama 6 (enain) bulan
sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4
Penetapan RPJPD

Pasal 13

DPRD bersama Bupati membahas rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD.

RPJPD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terlebil: dahulu
dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 14

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 7
(tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama dengan DPRD kepada
Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten
kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Nege - paling
lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 15

Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPL kepada
seluruh komponen masyarakat.

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dapat dijadikan
pedoman dalam menyusun visi,dan misi bagi calon Bupati dan Wakil
Bupati untuk periode berkenaan.

Sekretaris Daerah dibantu oleh Bappeda menjelaskan kepada calon
Bupati dan calon Wakil Bupati tentang arah pembangunan dan sasaran
pokok RPJPD periode berkenaan.

Bappeda menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan ol¢h calon
Bupati dan calon Wakil Bupati dalam merumuskan visi, misi dan
program.

Bentuk dan format visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), memperhatikan  tatacara  penyusunan  perercanaan
pembangunan.
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Bagian Ketiga
RTRW

Pasal 16

Penyusunan RTRW Kabupaten disusun oleh Bappeda Kabupaten dengan
meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

Penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada :yat (1)
berpedoman pada RTRW Provinsi dan RPJPD Kabupaten dengan
memperhatikan RPJMD Kabupaten.

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan melalui proses sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 17

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang RTRW sebelum dit:tapkan
menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapat
persetujuan tertulis dari BKPRD Provinsi.

Bagian Keempat
RPJMD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 18

Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari
visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan ke
dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, fprogram
prioritas, dan arah kebijakan umum keuangan daerah.

Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari SKPD dan pernangku
kepentingan pembangunan di daerah.

Rancangan Awal RPJMD memuat penyajian visi dan misi, tujuan dan
sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dengan mengaci pada
RPJPD, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis
di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 19

Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD sesuai dengan
rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayzt (2).
Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <libahas
dalam forum SKPD menjadi Renstra SKPD yang kemudian disam paikan
oleh Kepala SKPD kepada Bappeda untuk diverifikasi.

Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan mengginakan
rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 :yat (2),
dengan berpedoman pada RPJPD.
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Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi raiicangan
RPJMD dengan menggunakan hasil verifikasi dan integrasi Renstra SKPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 20

Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas dan menvepakati
rancangan RPJMD.

Rangkaian kegiatan Musyawarah RPJMD, meliputi penyampaian,
pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD dari pemangku
kepentingan pembangunan di daerah.

Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dan
rancangan RPJMD menjadi bahan pada Musrenbang RPJMD.
Musrenbang RPJMD  sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diselenggarakan oleh Bappeda dalam rangka menyusun rancangan
RPJMD yang diikuti oleh anggota DPRD untuk unsur Pemerintah Daerah
dan mengikut sertakan unsur masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJM]) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPUMD

Pasal 21

Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda, berdasarkan
kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksuc dalam
Pasal 19 ayat (4).

Rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada Bupati untuk
dikonsultasikan kepada Gubernur.

Rancangan akhir RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7
(tujuh) hari sebelum konsultasi dilakukan.

Paragraf 5
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 22

DPRD bersama Bupati membahas rancangan Peraturan Daerah “entang
RPJMD.

Sebelum RPJMD diajukan menjadi Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPJMD dapat ditetapkan lengan
Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik,
setelah dikonsultasikan dengan Gubernur melalui Bappeda P-ovinsi,
untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.

Rekomendasi Bappeda Provinsi terhadap rancangan akhir PJMD
Kabupaten dijadikan sebagai bahan penetapan RPJMD.

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling ama 7
(tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama dengan DPRD <epada
Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
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Pasal 23

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada
seluruh komponen masyarakat.
Seluruh komponen masyarakat dapat membantu Pemerintah Daerah
menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Renstra SKPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

Pasal 24

SKPD menyiapkan rancangan awal Renstra-SKPD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya seiring dengan penyusunan rancangan awal RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

SKPD menyusun rancangan awal Renstra-SKPD yang memuat visi, misi,
strategi, kebijakan program, sasaran, dan kegiatan pembanguna sesuai
tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra-SKPD dilakukan dengan
melibatkan pemangku kepentingan pembangunan.

Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten.

Paragraf 2
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 25

Pembahasan rancangan Renstra SKPD dilakukan melalui foru:n SKPD
dalam rangka penyusunan Renstra SKPD.

Forum SKPD dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan
pemangku kepentingan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan forum SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 26

Rancangan akhir Renstra SKPD dirumuskan oleh SKPD bercasarkan
hasil pembahasan di forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25.

Rancangan akhir Renstra SKPD dikonsultasikan oleh SKPD kepada
Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen
perencanaan.

Hasil verifikasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renstr:. SKPD
dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra SKPD.



(1)

16

Paragraf 4
Penetapan Renstra SKPD

Pasal 27

Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD masing-
masing setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tert ilis dari
Bappeda.

Rensra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah RPJMD ditetapkan.

Bagian Keenam
RKPD

Pasal 28

RKPD memuat :

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;

b.  program prioritas pembangunan daerah; dan

c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.

Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana di naksud
pada ayat (1) huruf ¢, mempertimbangkan kerangka pendanaan dian pagu
indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 29

Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pac.a Pasal
28 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kem:mpuan
pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua)
tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakar: .
Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 28 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang bercrientasi
pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan
yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang
direncanakan.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang
bersumber dari APBD sebagaiman dimaksud pada Pasal 28 ayat (2),
memuat program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebatuhan
dana dan bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutna dari
tahun anggaran yang direncanakan.

Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat Pasal 28 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kz=giatan
pemerintah daerah yang didanai APBN dan /atau APBD provins: dalam
pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam
bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.
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Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 30

Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) huruf a, meliputi :

a.

a0

penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentu<an tim
penyusun RKPD;

orientasi mengenai RKPD;

penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan

penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 31

Rancangan awal RKPD disusun :

a.

berpedoman pada RPJMD;
mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
mengacu pada RPJMN.

Pasal 32

Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 uruf a,

dilakukan melalui penyelarasan :

a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten
dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam
RPJMD; dan

b. rencana program dan kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten
dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkar dalam
RPJMD.

Mengacu pada RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada Fasal 31

huruf b, dilakukan melalui penyelarasan program dan legiatan

pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi.

Program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), mencakup 2 (dua) wilayah kabupaten/kcta atau

lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.

Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf c,

dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembaiigunan

daerah kabupaten dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 33

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud pada Pasa 9 ayat
(5) huruf b, terdiri atas :

a.
b.

perumusan rancangan awal RKPD; dan
penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 34

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud pada Pssal 33
huruf a, mencakup :

a.
b.

pengolahan data dan informasi;
analisis gambaran umum kondisi daerah;
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analisis ekonomi dan keuangan daerah;

evaluasi kinerja tahun lalu;

penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;

penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

perumusan permasalahan pembangunan daerah;

perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan
keuangan daerah;

perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beseria pagu
indikatif;

perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; dan

pelaksanaan farum konsultasi publik.

Pasal 35

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf
b, dengan sistimatika paling sedikit sebagai berikut :

a.

b
C.
d.
e

pendahuluan;
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
prioritas dan sasaran pembangunan; dan
rencana program prioritas daerah.
Pasal 36

Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35,
dikoordinasikan oleh BAPPEDA kepada SKPD dan dikonsuliasikan
dengan publik.

Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 37

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten sebagaimana dinaksud
pada Pasal 34 huruf f yaitu :

a.

b.

memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas
pembangunan dengan telah berpedoman pada RPJMD;

memuat pandangan dan pertimbangan DPRD atas aspirasi masyarakat
yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat, hasil konsultasi public
dan/atau hasil reses pada tahun sebelumnya;

pandangan dan pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan.

rumusan usulan kebutuhan program dan kegiatan sebag:éimana

dimaksud pada huruf ¢ dilakukan melalui langkah-langkah :

1. melakukan inventarisasi jenis program dan kegiatan yang diusulkan
DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok
pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokaan kedalam urusan SKPD;

2. melakukan kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan
berkaitan dengan usulan program dan kegiatan hasil penelaahan
tersebut;

3. menyusun indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang
diusulkan;

4. merumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat
diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.
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Sekretariat DPRD memfasilitasi dan menyelaraskan arah rioritas
pembangunan serta menginventarisir usulan program dan kegiatan dan
dikelompokkan kedalam urusan SKPD;

penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan paling lama,
minggu pertama bulan Desember tahun (n-2), dan ditetapkan melalui
surat keputusan pimpinan DPRD;

tim penyusun RKPD melakukan koordinasi dengan SKPD terkait usulan
program dan Kegiatan yang tertuang dalam pokok-pokok pikirari DPRD
atas kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas
manfaat, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 38

BAPPEDA menyiapkan surat edaran Bupati kepada SKPD perihal
penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalan forum
konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) riemuat
agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrznbang
RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD
kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5)
huruf ¢, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD ruenjadi
rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangaan Renja SKPD.

Pasal 40

Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD
berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpeiloman
pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2).
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan
program, kegiatan. Indicator kinerja, dan pagu indikatif pada setiap
rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada
rancangan awal RKPD.

Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diteraukan
hal-hal yang perlu disempurnakan, SKPD wajib melaksanakan
penyempurnaan Renja nya dan hasil penyempurnaan rancangan Renja
SKPD disampaikan kembali kepada Bappeda paling lama 7 (tujul) hari
kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 41

Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1),
disajikan dengan sistimatika sebagai berikut :

pendahuluan;

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaar
prioritas dan sasaran pembangunan; dan

oo
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e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud p:da ayat
(1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dan di bahas dalam
musrenbang tingkat kabupaten.

Pgnyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 42

Pelaksanaan Musrenbang terdiri dari :

Ao o

(1)

pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten;
pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan;
pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan; dan
pelaksanaan musrenbang tingkat desa.

Pasal 43

Musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan untuk penaaman,
penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap raancangan RI\PD.

Penajaman, penyelarasan, Klarifikasi, dan kesepakatan sebag:imana

dimaksud pada ayat (1), mencakup :

a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten denga1 arah
kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provins.

b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat
kepada pemerintah daerah pada musrenbang tingkat kecamatan
dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan;

c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaaten;

d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas
daerah; dan

e. sinergi dengan RKP daan RKPD provinsi.

Musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh

Bappeda kabupaten.

Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD

kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi

narasumber musrenbang tingkat kabupaten.

Hasil musrenbang tingkat kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara

kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur

pemangku kepentingan yang meenghadiri musrenbang.

Pasal 44

Musrenbang tingkat kecamatan, dilaksanakan untuk penajaman,

penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan

pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Penajaman, penyelarasan, Kklarifikasi, dan kesepakatan sebaga:mana

dimaksud pada ayat (1), mencakup :

a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang
tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan
menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
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b.  kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yarig belum
tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelur: han;

c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD; dan

d. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan yang
pembiayaannya dari APBDesa diserahkan dan dikoordinasikan
kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi c¢i bidang
pemerintah desa, untuk diolah menjadi bantuan keuangan ian bagi
hasil kepada pemerintah desa.

Hasil musrenbang tingkat kecamatan, dituangkan dalam beri-a acara

kesepakatan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang ditand atangani

oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri

musrenbang tingkat kecamatan.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai

bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja kecamatan.

Musrenbang tingkat kecamatan juga dilaksanakan penyepakat: n Renja

kecamatan taahun anggaran yang direncanakan berdasarkan ['okumen

Renstra kecamatan.

Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan nengacu

pada rancangan awal RKPD.

Musrenbang tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

berfungsi sebagai forum SKPD bagi kecamatan.

Forum SKPD bagi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

menghasilkan rancangan Renja kecamatan yang telah disetijui dan

disepakati oleh unsur pemangku kepentingan yang menghadiri

musrenbang tingkat kecamatan.

Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan oleh

camat, setelah berkoordinasi dengan Bappeda.

Pasal 45

Musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan untuk membahas dan
menyepakati prioritas kegiatan kelurahan yang akan diusulkar: melalui
musrenbang kecamatan.

Prioritas kegiatan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang
kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupaka1 daftar
usulan prioritas masalah daerah yang perlu ditangani di wilayah
kelurahan, menjadi prioritas pembangunan kecamatan di wilayah
kelurahan dan/atau menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Daftar usulan prioritas masalah daerah yang perlu ditangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat urutan prioritas vang
diusulkan, nama kegiatan, lokasi kegiatan,  sifat <egiatan
baru/lanjutan/rehabilitasi, sasaran manfaat kegiatan,, perkiraan sumber
pendanaan (hibah/bansos/APBD/ APBN) dan pagu indikatif,

Hasil musrenbang tingkat kelurahan yang membahas daftar usulan
prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam
berita acara kesepakatan hasil musrenbang dan ditandatangani cleh yang
mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri
musrenbang.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan sebagai
bahan masukan dalam peényusunan rancangan Renja kelurahan.
Musrenbang tingkat kelurahan juga dilaksanakan untuk me¢mbahas
Renja kelurahan tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan
dokumen Renstra Kelurahan.
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Renja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mmemuat program
dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan
pagu indikatif, dan prakiraan maju dengan mengacu pada rancangan
awal RKPD.

Musrenbang tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dapat berfungsi sebagai forum SKPD bagi kelurahan.

Penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan oleh
Lurah, setelah berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 46

Musrenbang Desa, dilaksanakan untuk membahas dan mer.yepakati
RKPDesa tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan I okumen
RPJMDesa.

RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lerangka
ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana keja dan
pendanaannya baik yang akan diusulkan melalui musrenbang tingkat
kecamatan untuk menjadi kegiatan SKPD maupun yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah desa.

RKPDesa yang akan diusulkan melalui musrenbang tingkat ke:amatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan daftar prioritas
masalah daerah yang ada di desa, yang perlu ditangani dan menjadi
prioritas pembangunan kecamatan dan/atau menjadi tugas daa fungsi
SKPD.

Daftar prioritas masalah daerah didesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memuat urutan prioritas usulan kegiatan, nama kegiatar, lokasi
kegiatan, sifat kegiatan, sasaran manfaat kegiatan, dan sumber
pendanaan kegiatan (APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan
APBN), jumlah usulan kegiatan, dan SKPD yang akan melaksanakan
kegiatan.

RKPDesa yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintih desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan daftar oprioritas
kegiatan rencana kerja pembangunan yang menjadi kewenangan clesa.
Daftar prioritas kegiatan yang menjadi kewenangan desa seba,zaimana
dimaksud pada ayat (5) memuat urutan prioritas usulan kegiataa, nama
kegiatan, tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran manfaat legiatan,
target/volume kegiatan, sifat kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sumber
pendanaan.

Sumber pendanaan untuk daftar prioritas kegiatan yang menjadi
kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari dana
swadaya masyarakat, APBDesa dan sumber-sumber pendapatan lainnya
yang sah.

Sumber pendanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
diserahkan dan dikoordinasikan oleh kepala desa kepada kecamatan,
untuk diolah dan selanjutnya disampaikan kepada SKPID yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan des:., untuk
dijadikan bahan pertimbangan bantuan keuangan dan bagi hasil kepada
pemerintah desa.

Hasil musrenbang tingkat desa, dituangkan dalam berite. acara
kesepakatan hasil musrenbang tingkat desa dan ditandatang:ni oleh
yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang meghadiri
musrenbang.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dijadikan sebagai
bahan masukan dalam penetapan RKPDesa.
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Penetapan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), di-etapkan
dengan surat keputusan kepala desa.

Penyelenggaraan musrenbang tingkat desa dilaksanakan oleh Kepala
Desa setelah berkoordinasi dengan Camat.

Penyelenggaraan musrenbang tingkat desa wajib melibatkan .embaga
Kemasyarakatan dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam membantu
pemerintah desa sebagai penyusun rencana dan pelaksanaan
pembangunan desa.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaann musrer.bang/e-
musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 48

Rancangan akhir RKPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang
RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional EKP dan
Musrenbang RKPD Provinsi dalam rangka sinergitas, harmonisasi, dan
sinkronisasi pembangunan.

Rancangan akhir RKPD yang merupakan sinkronisasi hasil Musrenbang
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pe-ubahan
substansi dari rancangan RKPD selama proses Musrenban;: RKPD
dilakukan, meliputi kesepakatan program dan kegiatan, rumusan
sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan.
Rancangan akhir RKPD yang dilengkapi dengan evaluasi musrenbang
Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi dalam
rancangan RKPD dengan identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi
untuk tahun rencana.

Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan dibahas oleh seluruh
SKPD.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memastikan orioritas
program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tuzas dan
fungsi masing-masing SKPD, telah tertampung dalam rancangs:n akhir
RKPD.

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat parla akhir
bulan Mei.

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 49

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi
ditetapkan oleh Gubernur.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan
KUA PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
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Bagian Ketujuh
Renja SKPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

Pasal 50

SKPD Kabupaten menyiapkan rancangan awal Renja SKPD masing-
masing sebagai penjabaran dari Renstra-SKPD dengan tugas poicok dan
fungsinya, dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD hasil =valuasi
program dan kegiatan periode sebelumnya.

Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ke dijakan,
program, dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan I: mgsung
oelh Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-me sing.

Paragraf 2
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 51

Forum SKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atzu tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan legiatan
SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perercanaan
pembangunan daerah.

Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
menyelaraskan program dan kegiatan SKPD yang tercakup dalam
rancangan Renja SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil
Musrenbang RKPD di Kecamatan, mempertajam indikator serte. target
program dan Kkegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD,
menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dan menyesuaikan
pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu iadikatif
untuk masing-masing SKPD.

Forum SKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhi: bulan
Februari.

Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan
urgensi, efisiensi dan efektifitas.

Dengan pertimbangan aspek-aspek penyelenggaraan forum SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka forum SKPD dapat
diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara
gabungan beberapa SKPD di bawah koordinasi Bappeda.

Peserta forum SKPD terdiri dari delegasi yang mewakili Musr:nbang
RKPD di Kecamatan, unsur SKPD, Bappeda, dan unsur lain yang terkait
di wilayah daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

Rangkaian kegiatan forum SKPD meliputi pembahasan programn dan
kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator serta sinkronisasi
program dan kegiatan lintas SKPD.

Petunjuk mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum SKPD diatt r lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Paragraf 3
Penyesuaian Rancangan Renja SKPD

Pasal 52

Penyesuaian rancangan Renja SKPD dilakukan berdasarkan hasil
kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.

Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan selanjutnya
dikirimkan kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada SKPD
Provinsi dan Kementerian/lembaga terkait, kKhususnya daftar jrogram
dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai
provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui dana Anggaran Penclapatan
dan Belanja Negara dan/atau APBD Provinsi.

Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja SKPD dijadikan
sebagai bahan untuk penetapan Renja SKPD.

Paragraf 4
Penetapan Renja SKPD

Pasal 53

Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing.
Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebarluaskan
Renja SKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
RPJM-Desa

Paragraf 1
Rancangan Awal RPJM-Desa

Pasal 54

Rancangan awal RPJM-Desa terdiri dari naskah rancangan kehijakan
pembangunan desa dan rencana kegiatan pembangunan desa.

Rancangan awal RPJM-Desa menjadi bahan bagi Musrenbang RPJM-
Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa

Pasal 55

Musrenbang RPJM-Desa membahas rancangan awal RPJM-Desa ciikuti

oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur-insur

masyarakat antara lain:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu
pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;

b. tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber;

c. rukun warga/rukun tetangga, kepala dusun, dan unsur lain sebagai
anggota; dan

d. warga masyarakat sebagai anggota, antara lain wakil kelompok
masyarakat (Ormas dan/atau LSM), wakil kelompok perempuar:, dan
unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
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(2) Keputusan Musrenbang RPJM-Desa ditandatangani oleh unsur
pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yany dipilih
dalam Musrenbang RPJM-Desa.

Pasal 56

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkin hasil
musyawarah Jangka Menengah Desa.

Pasal 57

RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah Kepala Desa dilantik.

Bagian Kesembilan
RKP Desa/Kelurahan

Paragraf 1
Pasal 58

(1) Kepala Desa/Lurah menyiapkan rancangan awal RKP-Desa/K:lurahan
tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM-Desa.

(2) RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemeriniah desa
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan
mengacu pada RKPD.

(3) Rancangan awal RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksucl dalam
Pasal 29 dan Pasal 30 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKP-
Desa/Kelurahan.

(4) Keputusan musrenbang RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana d maksud
dalam Pasal 31 adalah keputusan musrenbang RKP-Desa/Kelurahan.

Pasal 59

(1) Kepala Desa/Lurah menyusun rancangan akhir RKP-Desa/K¢lurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 Ayat (4),
berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa.

(2) RKP-Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Lurah.

Pasal 60

(1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menjadi bahan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Bagian yang berisi usulan kegiatan diluar kewenangan desa/kelurahan
dalam RKP-Desa/Kelurahan diajukan kepada pemerintah daerah melaluj
Musrenbang RKPD di Kecamatan.
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BAB VI
SISTIMATIKA PENULISAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 61

Sistimatika penulisan RPJPD paling sedikit memuat :

a.

b.
c.
d
e

pendahuluan;

gambaran umum daerah;

analisis issu-issu strategis;

arah kebijakan pembangunan daerah; dan
kaidah pelaksanaan.

Sistimatika penulisan RPJMD paling sedikit memuat :

op
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=
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pendahuluan;

gambaran keuangan dan aset daerah;

analisis dan isu-isu strategis;

visi, misi, nilai, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
arah kebijakan pembangunan daerah;

strategi dan kebijakan pembangunan daerah;

kebijakan program pembangunan daerah;

indkasi program prioritas dan rencana pendanaan;
indikator kinerja dan target perencanaan pembangunan,;
Program transisi; dan

Kaidah pelaksanaan.

istimatika penulisan RKPD paling sedikit memuat :

pendahuluan;

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

rencana kerangka ekonomi daerah dan pendanaan;

prioritas dan sasaran pembangunan;

prioritas program dan kegiatan prioritas; dan

penutup.

matika penulisan Renstra SKPD paling sedikit memuat :
pendahuluan;

gambaran pelayanan SKPD;

Issu-issu strategis yang terkait tupoksi;

Visi, misi, dan sasaran strategis serta kebijakan SKPD;

Rencana program dan kegiatan, dan indicator kinerja krlompok
sasaran setiap program dan kegiatan, serta pagu indikatif:
Indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD; dan

Penutup.

matika penulisan Renja SKPD paling sedikit memuat :
pendahuluan;

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan,;

indicator kinerja dan kelompok sasaran sesuai Renstra SKPD;
pagu indikatif program dan kegiatan serta sumber pendanaar; dan
penutup.
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BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 62

Dokumen rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan hierarki
dengan menggunakan data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggung jawabkan.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. sumber data resmi;

b. pengolahan data akurat;

c. data kuantitatif;

d data kualitatif;

e data visual; dan

f.  informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebihh lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN

Pasal 63

Perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yar.g tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pendanaan yang bersifat indikatif untuk mencapai sasaran
pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Pasal 64

RPJMD Kabupaten memuat pagu indikatif untuk program {: (lima)
tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN, dan sumb:r dana
lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-urdangan
yang berlaku.

Renstra-SKPD Provinsi yang memuat pagu indikatif untuk program dan
kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD,, APBN, PHLN, dan sumber
dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan pertundang-
undangan yang berlaku.

RKPD Kabupaten memuat pagu indikatif untuk program dan kegiatan
tahunan yang bersumber dari APBD, APBN, PHLN, dan sumber dana
lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Renja SKPD Kabupaten memuat pagu indikatif untuk program dan
kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD, APBN , PHLN, dan sumber
dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.




29

BAB IX
KOORDINASI, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAT]

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 65

Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah
dilakukan dengan :

a.
b.

Mensinergikan kesesuaian perencanaan pembangunan pusat di daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten tentang kesesuaian perer canaan
pembangunan pemerintah pusat dan provinsi di kabupaten.

Pemangku kepentingan tentang kesesuaian perencanaan pembangunan
selain ketentuan pada huruf a dan huruf b.

Pasal 66

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan
bentuk rapat kerja yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam
1 (satu) tahun.
Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan
program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian bz2rbagai
permasalahan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 67

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembarngunan
daerah lingkup kabupaten dan lingkup Desa/Kelurahan dalam vwilayah
Kabupaten.

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembar gunan
daerah.

Pasal 68

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), meliputi
pengendalian terhadap :

1.
2.
3.

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 69

Bupati memberikan informasi mengenai hasil pengendalian perencanaan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.
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Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 70

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah,
daerah lingkup Kabupaten dan Desa /Kelurahan.

Pasal 71

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

pooe

kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

hasil rencana pembangunan daerah dan

evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 72

Kegiatan evaluasi lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda, sekretaris daerah, dar. SKPD
terkait.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dckumen
rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaan progran: serta
kegiatan Pembangunan Daerah; dan

b. Penghimpunan, penganalisisan, dan penyusunan hasil evaluasi
kepada SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembanigunan
daerah.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksu i pada
ayat (2) huruf b, meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelakisanaan
program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
Evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan I'aerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penilaian terhadap
penyerapan anggaran serta kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan
keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan an ggaran
dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengtlolaan
dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan.

Evaluasi oleh SKPD meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Tata cara evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati.

Pasal 73

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 menjadi
bahan masukan bagi penyusunan rencana pembangunan periode beriku nya.

Pasal 74

Bupati memberikan informasi mengenai hasil evaluasi perencanaan k=pada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




(2)

31

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 75

Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan srogram
dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kepada Pemerintah Daerah terkait.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan dengan
Kabupaten harus disertai dengan data dan informasi yang akirat dan
disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.

Mekanisme penyampaian tindak lanjut laporan sebagaimana d:maksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Buapti.

Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagzaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 76

Perencanaan Pembangunan bersifat dinamis mengikuti pe-ubahan
lingkungan strategis.

Substansi dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
perubahan parsial tanpa mengubah dokumen perencanaan secara
keseluruhan.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 77

Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan
pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Bupati
dibantu oleh BAPPEDA.

Kepala SKPD Kabupaten menyelenggarakan perencanaan orogram
pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kelembagaannya masing-
masing yang dikoordinasikan dengan BAPPEDA.

BAB XII
PENDANAAN INDIKATIF

Pasal 78

Bappeda menyusun formulasi pendanaan tahunan yang bersifat pagu
indikatif dan dinamis sesuai perkembangan.

Pendanaan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pagu indikatif urusan setiap SKPD;

b.  pagu indikatif urusan wajib/pilihan SKPD; dan

C.  pagu indikatif kewilayahan.

Pagu indikatif urusan setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

{1) Dokurmen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih
tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana Pembangunan Daerah yvang
baru, dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Rencana Pembangunan Daerah yang baru sebagaimana dimak:ud pada
ayat (1}, disusun dan ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun °
sejak ranggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini s:2panjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 81
Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal . _ustus 263

BUPATI LUWU,
TTD

BASMIN MATTAYANG

Diundangican di Belopa
Pa tang};’,a}. 5 AEUE s PR 'ﬁ;

KRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

LEMBAR DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR............. .......
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI
SELATAN .0l .. @270,

-
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR...1.. TAHUN 2019
TENTANG
SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENJELASAN UMUM

1.

Dasar Pemikiran

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola
kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien, perlu didukung dengan pereacanaan
Pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Pereacanaan
Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam koridor pere1canaan
pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya
disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang
sistimatis, dengan tata cara, proses, dan memperoleh hasil serta
dampak pada percepatan pembangunan bagi kepentingan
masyarakat.

Penyusun perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan
ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tah in 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan  pembangunan untuk  menghasilkan  rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahuran yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
dengan melibatkan masyarakat.

Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum
dilaksanakan dalam empat tahapan yaitu (1) penyusunan rencana;
(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keseluruhan tahapan tersebut
diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentik satu
siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan
Daerah ini mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rengkaian
perencanaan yaitu : Pendekatan Politik, teknokratik, paitisifatif,
pendekatan atas-bawah (top-down), bawah-atas (botton-up), dan
rasio kultur.

PASAL DEMI PASAL




Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
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Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
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Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
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Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019
NOMOR. 56. ..



